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PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Dompu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

PEMOHON,  umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx,  pendidikan

terakhir SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  selanjutnya  disebut

sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

pendidikan  terakhir  SLTA,  tempat  tinggal  di  xxxxxxxxxx  xx

xxxxxxxxxxx  xxxxxx  xxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  selanjutnya  disebut  sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Dompu,  dengan

Register  Perkara  Nomor  369/Pdt.G/2020/PA.Dp,  tanggal  22  Juni  2020,

mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya

telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2004 di Desa Ntoggu dan telah

tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Palibelo,  Kabupaten
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Bima,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  207/25/XI/2012  tanggal  30

Agustus 2012 ;  

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  antara  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat  tinggal  di  rumah  pemberian  orang  tua  Pemohon  di  alamat

Pemohon  sebagaimana  tersebut  di  atas  dan  telah  hidup  bersama

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua

orang anak bernama :  

a. Julhijah Destianingsih (P), umur 14 tahun; 

b. Naufa Samil Al-Zaki (L), umur 7 tahun, sekarang kedua

orang anak tersebut bersama Pemohon; 

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan karena:

a. Termohon kurang akur dan kurang senang dengan orang

tua dan keluarga Pemohon; 

b. Jika  terjadi  pertengkaran  Termohon  suka  pergi  dari

rumah  kediaman  bersama  berminggu-minggu  bahkan  berbulan-

bulan, dan Termohon baru pulang setelah dijemput oleh Pemohon; 

4. Bahwa sejak akhir tahun 2016, Pemohon dengan Termohon pisah

tempat  tinggal,  Termohon pergi  meninggalkan Pemohon dan pulang ke

rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

di atas;  

5. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  pernah

diupayakan perdamaian namun belum berhasil;  

6. Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2. Menetapkan  memberi  ijin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Dompu; 

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  segala  biaya  yang

timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir

sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

mengirimkan orang lain  sebagai  wakil  atau  kuasa yang sah untuk  hadir  di

persidangan,  meskipun  menurut  relaas  panggilan  Nomor

369/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 23 Juni 2020 dan 08 Juli 2020 Termohon telah

dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk  hadir  di  persidangan,  dan ternyata

ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Pemohon  agar

bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi

sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat  dilaksanakan,  serta  keterangan  Termohon  tidak  dapat  didengar  di

persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  NIK.

5205053009780001  tanggal  8  Januari  2019  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti

tersebut  telah diperiksa oleh Majelis  Hakim dan dicocokkan dengan
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aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1)

2.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  tanggal  207/25/XI/2012  yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Palibelo  Kabupaten Bima.  Bukti  tersebut  telah  diperiksa

oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI  1,  umur 40  tahun,  agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx

xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  xxxxx,  xxxxxx,  xxxx  xxxxx,

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di  bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

– Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon

karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

telah dikaruniai 2 orang anak;

– Bahwa  saat  ini  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena Termohon sudah

kembali ke rumah orang tuanya;

– Bahwa  penyebab  pisahnya  Pemohon  dan  Termohon

adalah karena keduanya sering bertengkar;

– Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon

bertengkar;

– Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sering  bertengkar

karena  Termohon  tidak  bisa  akur  dan  kurang  senang  dengan

keluarga Pemohon;

– Bahwa  selain  itu  Termohon  juga  sering  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  selama  berminggu-

minggu bahkan kadang sampai berbulan-bulan;

– Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

diupayakan untuk berdamai oleh keluarga Pemohon tetapi tidak

berhasil;
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2. SAKSI  2,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  DOMPU;,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon

karena saksi adalah tetangga Pemohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

telah dikaruniai 2 orang anak;

– Bahwa  saat  ini  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 karena Termohon sudah

kembali ke rumah orang tuanya;

– Bahwa  penyebab  pisahnya  Pemohon  dan  Termohon

adalah karena keduanya sering bertengkar;

– Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon

bertengkar;

– Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sering  bertengkar

karena  Termohon  tidak  bisa  akur  dan  kurang  senang  dengan

keluarga Pemohon;

– Bahwa  selain  itu  Termohon  juga  sering  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  selama  berminggu-

minggu bahkan kadang sampai berbulan-bulan;

– Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

diupayakan untuk berdamai oleh keluarga Pemohon tetapi tidak

berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat

bukti  apapun lagi dan  menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  Pemohon dan  Termohon  telah  dipanggil

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan

tersebut  Pemohon secara in person telah hadir  di  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya

atau kuasanya untuk hadir di  persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  82  Ayat  (1)  dan  (4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal

untuk  mendamaikan  dengan  cara  menasehati  Pemohon,  agar  Pemohon

bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan

tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,

maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat

didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena  Termohon tidak hadir meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka  berdasarkan  Pasal  149  R.Bg

permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya

tersebut,  Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta

dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  dan bukti  P.2 merupakan akta autentik

yang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  alat  bukti,  sebagaimana
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ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat

tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledeg)  dan  mengikat

(bindende), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat

diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Pemohon dan

Termohon adalah suami istri  yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Mei

2004  dengan  demikian  Pemohon  dan  Termohon  adalah  orang  yang

berkepentingan  dan  mempunyai  hak  (legal  standing)  untuk  menjadi  pihak-

pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti

bahwa  perkara  a  quo termasuk  dalam  bidang  perkawinan  antara  subjek

hukum  yang  beragama  Islam,  maka  sesuai  asas  personalitas  keislaman

sebagaimana  dimaksud  ketentuan  Pasal  2 jo.  Pasal  49  ayat  (1) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara  absolut

untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan alat bukti yang

tidak  relevan  untuk  membuktikan  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Dompu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud

dalam  Pasal  129  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  harus

dikesampingkan. Namun demikian, Termohon telah tidak hadir dan tidak pula

menyampaikan eksepsinya, dan ternyata berita acara relaas panggilan yang

ditujukan  kepada  Termohon  telah  dilakukan  secara  resmi  dan  patut,  maka

Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  2  (dua)  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Pemohon  telah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  telah  disumpah  di  muka

persidangan  serta  telah  diambil  keterangannya  secara  terpisah,  sehingga

memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal  172 ayat

(1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon  tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi  Pemohon mengenai

pokok  masalah  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  antara  Pemohon dan
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Termohon  adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan  bersesuaian

antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Pemohon,  oleh  karenanya  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  pembuktian dan dapat  diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis P.1

dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah

pada tanggal  20 Mei  2004 dan dari  perkawinan tersebut  Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.;

2.

Bahwa, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang akur dan kurang

senang  dengan  orang  tua  dan  keluarga  Pemohon,  dan  Termohon  juga

sering  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama  selama  berminggu-minggu

bahkan berbulan-bulan dan baru pulang jika dijemput oleh Pemohon;

3.

Bahwa,  akibat  perselisihan  dan  pertengakaran  tersebut  Pemohon  dan

Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  yang  hingga  sekarang  telah

berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

4.

Bahwa sejak saat itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak

saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya dan masing-masing

telah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri;

5.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  maka  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara

hukum;
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2. Bahwa antara  Pemohon dan Termohon  telah terjadi pertengkaran

dan perselisihan secara terus menerus;

3. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  diupayakan  damai  oleh

berbagai  pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati  Pemohon

dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Majlis  Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak

(broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina

rumah tangga, maka jika perkawinan keduanya tetap diteruskan tidak akan

tercapai  tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah  swt

dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal  1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan

berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah

pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi

yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal

ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  Menolak  mafsadat  (keburukan)  harus  didahulukan  daripada

menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini,  Majelis  hakim  juga  sependapat

dengan pendapat  pakar  hukum Islam dalam buku Hurriyatuz  Zaujaini  fi  at-

Talak Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis

yang berbunyi:

يصلح                       ول نصائح فيها ينفع يعد ولم الزوجية الحياة يضطرب حين الطلق نظام السلم اختار قد و

اللستمرار          لن روح غير من صورة الزوج الرطبة تصبح  وحيث

العدالة            زوح تاباه وهذا المؤبد بالسجن الزوجين احد علي يحكم ان معناه

Artinya:  Islam  memilih  lembaga  talak  ketika  rumah  tangga  sudah

dianggap  rusak  serta  jika  nasehat  atau  perdamaian  sudah  dianggap  tidak

bermanfaat  lagi  dan  hubungan  suami  istri  menjadi  tanpa  ruh,  sebab

meneruskan perkawinan berarti  menghukum salah satu suami  istri  dengan

penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  merupakan  bentuk  penganiayaan  yang

bertentangan dengan semangat keadilan;
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Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  maka  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  Pemohon  telah  dapat  membuktikan  kebenaran

dalil-dalil  permohonannya  dan  tidak  pula  melawan  hukum  serta  telah

memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  dan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya,

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  belum  pernah  terjadi

perceraian dengan Termohon, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Majelis  Hakim memberikan  izin  kepada Pemohon untuk  menjatuhkan talak

kepada Termohon dengan satu raj’i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam

persidangan  untuk  membela  haknya,  dan  permohonan  Pemohon  dapat

dibenarkan  dan  tidak  melawan  hak,  maka  berdasarkan  Pasal  149  R.Bg,

permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  71,  Pasal  72,  dan

Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

Perubahan  Kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama Dompu

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Pemohon dan  Termohon

dan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  Pemohon dan

Termohon dilangsungkan,  guna didaftarkan dalam  register yang  disediakan

untuk itu;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam lingkup  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON) untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON) di  hadapan  sidang

 Pengadilan Agama Dompu; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon Permohonan  untuk  membayar  biaya

perkara  ini  sebesar RP.436.000,-  (empat  ratus  tiga puluh enam ribu

rupiah); 

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  Musyawarah  Majelis

Hakim  pada  hari  Selasa  tanggal  14  Juli  2020  Masehi  bertepatan  dengan

tanggal  23  Zulqaidah 1441  Hijriyah  oleh  Imran,  S.Ag.,  M.H sebagai  Ketua

Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I.,  M.S.I dan Harisman, S.H.I,  masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

sidang  yang  terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  dengan  dihadiri  oleh

Hakim Anggota tersebut,  dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H.  sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Imran, S.Ag., M.H
Hakim Anggota

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Harisman, S.H.I
Panitera Pengganti
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Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran : 30.000
b. Panggilan pertama para Pihak : 20.000
c. Redaksi : 10.000

2. Biaya Proses : 50.000
3. Biaya Panggilan : 320.000
4. Meterai : 6.000

Jumlah : 436.000
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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